
BUPATI MOJOKERTO 
PROVINSI JAWA TIMUR 

PERATURAN BUPATI MOJOKERTO 

NOMOR A.8TAHUN 2017 

TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MOJOKERO NOMOR 38 

TAHUN 2017 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN 

DAERAH NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG HAK KEUANGAN DAN 

ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN 

RAKYAT DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO 

Menimbang 

Mengingat 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI MOJOKERTO, 

bahwa dalam rangka tertib administrasi terkait 

standar besaran tunjangan transportasi Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah dan berpedoman 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 

2015 ten tang Pembentukan Produk Hukum 

Daerah, perlu merubah Peraturan Bupati 

Mojokero Nomor 38 Tahun 2017 Tentang 

Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 

7 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan Dan 

Administratif Pimpinan Dan Anggota Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mojokerto; 

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang 

Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam 

Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 

19, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 9) Juncto Undang-Undang 

Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas 

Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat 

II Surabaya (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan 
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Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

2730); 
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4286); 
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4355); 

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 

Pemeriksaan dan Tanggung Jawab Keuangan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5234); 

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5587) sebagaimana telah diubah beberapakali 

terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 

2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang

Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5679); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 

tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 

140, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4578); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 

tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan 
Kematian Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara 
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(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2015 Nomor 212, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5740); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 
tentang Hak Keuangan dan Administratif 

Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6057); 

10. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 

tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 29) 

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 

dengan Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2016 

tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan 

Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan 

Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2016 Nomor 42); 

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 

2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan 
Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, 

terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri 

Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua 

Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 

Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan 
Keuangan Daerah; 

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 
2007 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana 

Kerja Pemerintah Daerah sebagaimana diubah 

dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 
11 Tahun 2007; 

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 

2015 tentang Pembentukan Produk Hukum 

Daerah; 

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 

2017 tentang Pengelompokan Kemampuan 
Keuangan Daerah Serta Pelaksanaan dan 

Pertanggungjawaban Dana Operasional; 

15. Peraturan Gubemur Jawa Timur Nomor 54 

Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan 

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 
Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan 
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Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan 

Petwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Timur 

16. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2017 tentang 
Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan 
Anggota Dewan Petwakilan Rakyat Daerah 
Kabupaten Mojokerto; 

MEMUTUSKAN : 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBARAN ATAS 
PERATURAN BUPATI MOJOKERO NOMOR 38 
TABUN 2017 TENTANG PERATURAN 
PELAKSANAAN PERATURAN DAERAB NOMOR 7 
TAHUN 2017 TENTANG BAK KEUANGAN DAN 
ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN 
PERWAKILAN RAKYAT DAERAB KABUPATEN 
MOJOKERTO 

Pasall 
Beberapa Ketentuan Dalam Peraturan Bupati Nomor 
38 Tahun 2017 Tentang Peraturan Bupati Tentang 
Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan Dan 
Anggota Dewan Petwakilan Rakyat Daerah Kabupaten 
Mojokerto (Berita Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 
2017 Nomor 35) diubah sehingga berbunyi: 

1. Ketentuan pada Pasal 14 ayat (3) diubah sehingga 

berbunyi sebagai berikut: 

Pasal 14 

(1) Anggota DPRD diberikan 

transportasi dalam bentuk 

dibayarkan setiap bulan. 

tunjangan 

uang yang 

(2) Besaran tunjangan transportasi harus 

disesuaikan dengan standar satuan harga 

sewa yang berlaku untuk kendaraan jenis 

minibus 2000 cc dan dihitung perbulan tidak 

termasuk biaya perawatan dan biaya 
operasional kendaraan. 

(3) Besaran tunjangan transportasi 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

ditentukan oleh lembaga appraisal yang 

terakreditasi/berdasarkan harga yang 

tersedia pada E-Katalog Lembaga Kebijakan 

Pengadaan Barang Jasa Pemerintah 

dan/atau Harga Satuan Pokok Pekerjaan 

dengan memperhatikan asas kepatutan, 
kewajaran, rasionalitas. 
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(4) Besaran tunjangan perumahan pimpinan 

DPRD tidak boleh melebihi besaran 

tunjangan anggota DPRD Provinsi. 

(5) Besaran tunjangan perumahan anggota 

DPRD tidak boleh melebihi besaran 

tunjangan perumahan pimpinan DPRD. 

2. Ketentuan pada Pasal 19 ditambahkan ayat 

sehingga berbunyi sebagai berikut: 

( 1) Ketentuan lebih lanjut tentang pelaksanaan 

Peraturan Bupati ini ditetapkan dengan 

Keputusan Bupati. 

(2) Pada saat Peraturan ini diundangkan, biaya 

tunjangan transportasi Dewan Perwakilan 

Rakyat Daerah Kabupaten Mojokerto 

dibayarkan mulai bulan Agustus . 

. PASAL II 

Peraturan Bupati m1 mulai berlaku pada tanggal 

diundangkan. 

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, 

memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati 

ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah 

Kabupaten Mojokerto. 

Diundangkan di Mojokerto 

pada tanggal 14 ~~\\)$ cOOlt 

Ditetapkan di Mojokerto 

pada tanggal I.a. ~\NS ~It 

BUPATI MOJOKERTO, 

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO, 

TO 

EN MOJOKERTO TAHUN 2017 NOMOR A4 


